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ABSTRAK
Peranan Notans’pejabal Pembuat Akt Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
Di Kabupaten Del: Serdang

Oleh . Saipul fata

Baru pertarna kali semenjak diundangkannya ©Undang-undang Pokok
i Agraria Nomor 5 Tahan 1960, diterhitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998, Tentang Jabamn Pejabat Pembuat Ake Tanah yang mana
mepakan sebagal pelengkap dart Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Temang perianahan

Schagaymana kiia kewahio bahwa hak-hak asss tanah memputyar peranan
penting dal®n kehidupan manusta, mekin maju masyarakat makin padat
peoduduk, akan menambah lag pentingnva kedudukan hak ames tanah.

Pemadafhan hak atas tanah meuavebubkan hak atas tanah beralih dan
seseorang kepada ovang lam Jad pemmdaban adalah perbuswan hukum yang
sengaja dilakulen dengan tujuan agar hak atas tsnah berpindsh dan yang
mengalihkan kepads yang mencrima pengalihan.

Untuk pemindatan hak alas tanah harus di lakukan dengan akta otentesk
vaitu dilakulen dihdapan pasa Pejabat yang berwenang, diantaranya adalah
Pejabat Panbuat Akta Tesah, dengan maksud adalah agar tanah-tanah sersebut
dapai di buatkan sertifikidnrya degan tujuan supaya hak-hak dars pemiiik tanah
yang sudah bersertifikst lerschul dapat di penanggung jawabkan oleh hukum
dengan mefljadikan scbagai batang bukti di pengadilan apabila te1jadi scngkem.

Tujuan dan pendaRaran tanah erscbun adalah untuk kepastian hukian dan
pertindungan hukum kepada pcmegang hak atas tamah untuk menyediakan
informast kepeds pthak-pthak yang berkepetimgan levmasuk Pemeriniabh agar
dengan mudsh dagn) mcmpeoleh dats yang diperfukan, serta  umtuk
terselenggaranyva tertib adrmimstist pereaban

Mengingal besamya peranan Pejabat Pemnbuat Akta Tanab datam hak-hak
atas tanat: dengan semsaktn menmgkaltnya harga  tanah, maka  dengan
beriakunya ©Undang-undang Pokok Agraria beserta peraturan-perasuran
pelaksananya, peralihan hak ams tanah atau mendafarkan ianah itu dipandang
perlu ditingkatkan terutama begi masyarakat pedslaman yang jauh dari Pejabat
pembue1 Akta Tanah

Memang pads dasamya Pejabat Pembuat Akta Tanah mempovai
wewenang wrtuk membual akia bag tarah yang besada dalam wilayah kerjanya,
kecualt ditentukan lam oleh Mergn Agrana (Mcutn Dalam Negeti)
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BAB [

PENDAHUELUAN

Dalam inclaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, hak-

hak atas tanah tetap memegang peranan pentng daiam kehidupan manusta Hal

tecsebut di setabkan karcna kedudukan hak aias tanah sexla peramanmya datam
kehidupan nmnusia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itn
sendin
Dalam arti semakin maju aasyarakat dan semakin padat penduduk, akan
bermmbah pentingniya kedudukan hak atas wmnah Sehubungan dengap 1ty kim
[ tidak dapat mengabaikan ketentuan hukum yang ada dan berlaku (hukum positil)
pada saai sekary ini, Negala Kesatnan Republik Indoncsia adalah negara yang

becdaszmian atas hukum, Prinsip regara bukum menjaoun kepastian, ketertiban.

dan perlindiongan hukum yang beninbkan kebenaran dan kcaditan

Kepastian, ketenthan dan peihndungan hukum mevuatut antara (ain,
bahwa Jalu lintas hukum dalem kehidupan masyaralat memeriukan adanya alat
bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagat subjek
hukum dalam masyarakat.

Dalam aiti sepala tindakzn pesbusten yang dilakukan baik oleb

mmenatah dan lembaga-lembaga negara lain, maupun oleh geromaagan bases
dilandasi oleb hukum. Melalw akia olentik yang mencrtukan secar jelas hak dan
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kewajiban, menjamm kepasvan hukum, dan sekaligus diharapkan pule depat di
hindan terjadinya sengketa, wilaupun cngita (eTsedut tdak dapat di hindan
Mengingat akta Notaris/PPAT scbagai akta otentik merupakpnalai bukt

tertulis yang dapat memberi sumbangan nyata bagi pcnyc!mimmﬁ\ulerutam _

=l

dalam pembnatan akte peralihan hak atas (anah, oleh karena ttu dalam Pem;i!;ah
Pemenmtah No.37 Tahun 1998. Tertang Peraturan Jabetan Pejabat Pembuat Ak
Tanah yang mana mevupakan pelengkap dan Pevatwan Pemerintah No.24 Tahun
1997 «emang pendafiaran taaah, sehingga dihamptan bahwa akta otentik yang
dibua: olch atau di hadapan Notans/PPAT mampu menjamm kepastan,
ketertsban, dan perlindungan hukum

Untuk menjamin pedindungan hukum ieshadap pemegang hak atas tanah,
maka oleh pemenntah diadakan pendafiaran wanah di seluruh wilayah Republik
(ndonesa menurut ketentuan-kesentian yang diatur dengan Peradwan Pernevintzh
Adapun hak atas tanzh yang dapat beralib dan di althkan adalah hak milik. hak
guna uwha hak guna bangunan. Sedangkan untuk pengalthan hak-hak tersebaa
harus di daftartan nnurut ketemuan pasal 3 PP No 24 3hun 1997, sebagaimans
bunyinya adalah sebayai berikut :

2 untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, saluan swnah susim dan hak-
bak lain yang tevdaftar agar dengan mudah dapat membukulean ditmya
sebagal pemegang hak yang becsanglantan.

b. untuk menyediskan informasi kepads pihak-pihak  yang
betkepentingan tcvmasuk Perenintah apgar dengen mudzh  dapmt
memperoleh data yang diperlukan dajam mengadakan pertnstwn
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